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Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia, tidak

terkecuali Indonesia. Aksi terorisme seringkali menggunakan kekerasan

untuk menimbulkan suasana teror, aksi terorisme biasanya dilandasi oleh

kepercayaan atau ideologi yang dianut, meskipun kepercayaan dan

ideologi tersebut sangat berlawanan dari ajaran agama yang dianut

maupun hak asasi manusia. Tindakan terorisme dapat dilakukan oleh

orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam aksi terorisme akan

membutuhkan dana, pendanaan dalam terorisme merupakan instrumen

yang sangat penting. Pendanaan merupakan langkah awal dari setiap aksi

terorisme, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan dana dari cara

yang legal maupun ilegal yang akan disoroti adalah cara legal dalam

mendapatkan dana yaitu donasi yang dilakukan oleh filantropi. Filantropi

yang berbasis agama cenderung banyak mendapat respon karena

dianggap sebagai ajaran agama yang wajib untuk dilakukan. Di Dalam

penelitian ini akan menjelaskan mengenai apakah filantropi termasuk

kedalam definisi korporasi mengingat tidak adanya definisi korporasi

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana cara

menangani organisasi teroris yang melakukan tindak pidana pendanaan

terorisme, banyak organisasi teroris yang menutupi aksinya dengan

menggunakan filantropi sebagai sumber dana dari aksi mereka.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan permasalahan cukup pelik di dunia khususnya di

Indonesia. Aksi teror banyak terjadi di Indonesia, aksi teror ini

menyebabkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat, hal ini juga

menurunkan wibawa pemerintah yang seharusnya dapat memberikan

perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tepatnya

dalam Pasal 1 angka 2 bahwa,1

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa

takut secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau

kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup,

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi,

politik, atau gangguan keamanan.”

Istilah terorisme mulai populer pada masa saat Revolusi Perancis hal ini

terjadi sekitar Tahun (1789-1794), saat itu muncul istilah “Régime de la

terreur”, istilah ini diartikan sebagai sistem ataupun tatanan, pada saat itu

hal ini digunakan oleh pemerintah yang ada, guna mempertahankan sistem

atau tatanan yang sudah ada, aksi teror ini diawali oleh Robespierre yang

merupakan pemimpin dari Revolusi Perancis saat itu, aksi teror itu telah

sekurang-kurangnya 300.000 orang dan telah mengeksekusi sekitar 17.000

hal tersebut dilakukan dengan cara dipenggal.2

2 Angel Damayanti, et.al., “Perkembangan Terorisme Di Indonesia”, (Jakarta: Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013), hlm. 12.

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
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Dapat dikatakan bahwa terorisme ataupun aksi teror merupakan suatu

kejahatan yang luar biasa atau “extraordinary crime” dan dapat pula

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap umat manusia dan/atau kejahatan

kemanusiaan “crime against humanity” tentunya hal tersebut sudah

melanggar Hak Asasi Manusia, karena merebut hak-hak manusia yang

merdeka, aksi teror juga menimbulkan bahaya terhadap keamanan,

perdamaian dunia serta akan banyak merugikan kesejahteraan bagi

masyarakat.3

Sebenarnya aksi terorisme bukan hal yang baru di Indonesia akan

tetapi, aksi terorisme dengan menggunakan Bom merupakan hal baru di

Indonesia mengingat di masa kepemimpinan Soeharto hal itu sangat jarang

terjadi. Banyak serangan bom meningkat sejak Mei 1998 terutama sekitar

tahun 2001-2002, karena seperti teori yang telah dikemukakan oleh Alberto

Abadie bahwa negara yang sedang mengalami masa-masa transisi dari

totalitarianisme menuju negara demokrasi pada awalnya akan ditandai

dengan aksi anarkis seperti aksi kekerasan tidak terkecuali aksi terorisme.

Aksi terorisme beberapa kali terjadi di Indonesia dan cukup menarik

perhatian dunia, karena Indonesia dianggap merupakan salah satu negara

yang memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di

sejumlah tempat, yang cukup menarik perhatian dunia, salah satunya aksi

teror Bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 aksi tersebut

pertama kali dilakukan di sebuah klub malam yang bernama Sari Club,

dilanjutkan dengan aksi kedua di sebuah klub yang bernama Paddy’s Pub

yang berlokasi di Kuta, Bali. Aksi ini dilanjutkan dengan diledakkannya

bom di depan kantor Konsulat Amerika Serikat yang berada di Denpasar,

Bali. Pada aksi pertama dan kedua pengeboman menimbulkan 202 korban

jiwa dan 209 orang luka-luka.

Menurut Global Terrorism Index (GTI) tahun 2022 potensi ancaman

Indonesia atas terorisme menempati urutan ke-24 dari 162 negara. Indonesia

3 M. Rahmani Dayan, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai

Extraordinary Crime di Indonesia”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm.48.
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diberi skor 5.5 dari skala 10 yang dapat diartikan bahwa dampak serangan

terorisme yang ada di Indonesia berada pada level medium yang berarti

berada pada tingkat sedang. Hal ini berdasarkan atas beberapa indikator,

seperti aksi terorisme, korban meninggal, luka-luka, sandera akibat dari

adanya aksi terorisme serta kerusakan dari aksi tersebut.4

Segala rencana aksi terorisme membutuhkan dana untuk menjalankan

semua aksinya tersebut, unsur pendanaan merupakan faktor yang paling

utama, karena aksi-aksi kegiatan terorisme memerlukan dana untuk

mencukupi semua kebutuhannya, seperti logistik sehari-hari para teroris,

pembiayaan pelatihan atau training para anggota teroris. pembelian senjata,

sampai pada akhirnya tahap pelaksanaan aksi terorisme tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tepatnya pada Pasal 1

angka 1 bahwa,5

“Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka

menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan

dana , baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud

digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan

kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Setiap aksi terorisme perlu memperhatikan upaya penanggulangan

tindak pidana terorisme dengan upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pendanaan terorisme, aksi terorisme tidak akan berakhir

sampai pemberantasan terhadap sumber pendanaan terorisme itu berhasil

dilakukan.6 Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Matthew Levitt yang

merupakan anggota dari Departemen Keuangan Amerika Serikat bidang

6 Yuliana, “Peran rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan

Pendanaan Terorisme di Indonesia”, Journal of International Relations, Vol.1, No. 2, 1 Juli 2015,

hlm.88.

5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

4 Institute for Economic and Peace, “Global Terrorism Index 2022, measuring the Impact of

Terrorism”, di akses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 17.40

https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/
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terorisme dan unit intelijen keuangan bahwa yang terpenting dan perlu

dicermati adalah pendanaan terorisme.7

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa pendanaan terorisme

merupakan masalah global yang sangat mengancam keamanan negara,

stabilitas negara, dan sistem finansial yang kedepannya akan

menghancurkan stabilitas ekonomi negara dimana ekonomi merupakan

faktor yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan warga negara yang

ada didalamnya yang mana ekonomi merupakan faktor yang penting untuk

menjaga kesejahteraan negara dan juga masyarakat yang ada didalamnya.

Misalnya pada kasus terorisme yang terkenal yaitu serangan yang

terjadi di New York dan Washington 9/11. Pada aksi ini para teroris

diperkirakan menghabiskan biaya antara US$ 350.000,- hingga US$

500.000,- Biaya Bom Madrid diperkirakan US$15.000,-. Biaya untuk bom

Bali I yang digunakan teroris diperkirakan sebesar US$ 35.000,-, dan aksi

teroris yang ada di Hambali Malaysia berhasil mengumpulkan dana sebesar

US$ 200.000,- dana tersebut digunakan untuk membeli persenjataan,

melakukan pelatihan militer, merekrut pada relawan, dan tentunya untuk

membiayai aksi terorisme.

Semua biaya tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang telah

ditimbulkan dari aksi terorisme tersebut, hal ini membuat penulis sadar

bahwa aksi terorisme ini sangat merusak baik dari segi materiil dan

immateriil dan ini merupakan permasalahan global entah dari negara

manapun sangat rawan terhadap serangan teroris, untuk itu perlu adanya

segala upaya pencegahan untuk mencegah dan melawan terorisme, hal ini

sejalan dengan perkataan Romli Atmasasmita bahwa salah satu Tindakan

perusakan peradaban adalah kegiatan terorisme yang pastinya sangat

berdampak bagi banyak orang.8

8 Romli Atmasasmita,“Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia”, (Jakarta: BPHN

Departemen Kehakiman dan HAM R.I, 2002), hlm. 8.

7 H.M Abdi Koro, “Pendanaan Terorisme Diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41, Oktober-Desember 2011, hlm. 626.
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Indonesia sendiri sudah meratifikasi dan mengesahkan Konvensi

Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang kemudian

menghasilkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Konvensi

Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang

No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme, hal ini sebagai komitmen Indonesia untuk

mencegah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan

terorisme.

Berdasarkan pandangan Arabinda Acharya sumber pendanaan teroris

rata-rata dikumpulkan melalui aksi penjualan narkotika, penjualan senjata,

perdagangan manusia, pembobolan perbankan, dan melakukan berbagai

macam kegiatan kriminal yang dapat menghasilkan uang. Dalam

menghimpun dana tersebut biasanya dibentuk suatu wadah atau jaringan

baik regional maupun internasional.9 Sumber dana selain didapatkan

dengan cara ilegal dilakukan juga secara legal yaitu dengan

penyelewengan Yayasan amal dengan dalih itjihad.

Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme sebenarnya telah diatur subjek hukum yang

jauh lebih luas, karena tidak hanya sekedar subjek hukum orang tetapi

meliputi juga individu, kelompok, dan anggota teroris. Hal ini tepatnya

berada pada Pasal 1 angka 3 bahwa,

“Setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Orang

perseorangan merupakan orang dan korporasi adalah kumpulan

orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan

hukum maupun bukan badan hukum.”

maka, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap korporasi.

Hal ini banyak membuat kebingungan mengingat dalam Hukum Pidana

9 Arabinda Acharya, "Terorist Financing in Southest Asia" dalam Terrorism in South and Southest

Asia in The Coming Accade”, (Editor Daljit Singh, Institute of Southest Asian Studios, Singapore,

2009), hlm. 92.
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Lama tidak dikenal subjek hukum selain orang yang artinya tidak

mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Akan tetapi, dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Baru menyebutkan Korporasi telah

menjadi subjek hukum Tindak Pidana telah ada definisi korporasi tepatnya

pada Pasal 146 KUHP Baru bahwa,

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau

kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan

terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atai

yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak

berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk formal,

persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.”

Sehingga timbul suatu pertanyaan Bagaimana jika pendanaan terorisme

dilakukan oleh korporasi? bagaimana penanganan tindak pidana bagi

korporasi tersebut? mengingat pada Pendanaan terorisme sering kali

menggunakan badan amal yang berbentuk korporasi untuk menutupi

aktivitas kelompok teroris, apakah organisasi terorisme dapat memenuhi

definisi sebagai korporasi tersebut mengingat adanya pembatasan pada

bentuk korporasi tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baru dan bagaimana kedudukan undang-undang nomor 9 tahun 2013

tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

lebih tinggi dari peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang

tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, apakah

peraturan ini akan berlaku mengikat untuk penanganan pemidanaan bagi

korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

Melihat adanya beberapa persoalan yang ada diatas, maka penulis

hendak mengangkat judul: Pembatasan Definisi Korporasi Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Kedudukan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Yang Terlibat

Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pendanaan terorisme sering kali menggunakan korporasi untuk

menutupi aktivitas kelompok teroris, apakah organisasi terorisme

dapat memenuhi definisi sebagai korporasi tersebut mengingat

adanya pembatasan pada bentuk korporasi tersebut dalam kitab

undang-undang hukum pidana baru?

2. Berdasarkan hierarki perundang-undangan kedudukan

undang-undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme lebih tinggi dari

peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara

penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, apakah peraturan

ini akan berlaku mengikat untuk penanganan pemidanaan bagi

korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Apakah Organisasi Terorisme yang Melakukan

Pendanaan Terorisme Melalui Korporasi dapat Memenuhi Definisi

Sebagai Korporasi terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Baru.

2. Mengetahui Apakah Dapat Memberlakukan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Untuk Penanganan Perkara

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Dilakukan Oleh

Korporasi Dan Apakah Dapat Berlaku Mengikat Atau Tidak

Peraturan Mahkamah Agung Untuk Penanganan Pemidanaan Bagi

Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan untuk memberikan beberapa saran

dan pemikiran mengenai filantropi yang melakukan aksi pendanaan

terorisme dapat memakai definisi korporasi yang telah dituangkan pada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

1.5 Metode Penelitian

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian

dengan tata cara, langkah, atau prosedur yang bersifat ilmiah dalam tujuan

untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu.10

Dalam penelitian ini, akan melakukan penelitian dengan menggunakan

metode penelitian hukum Yuridis-Normatif atau dapat pula disebut dengan

istilah penelitian hukum normatif.

Istilah “normatif” diartikan sebagai bentuk variabel penelitian

maupun sumber data yang akan dikaji dengan dasar atau kaidah atau

norma yang berlaku pada hukum positif yang relevan11 atau dapat

dikatakan yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat

dalam Peraturan Perundang-undangan.

1.5.1 Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan melihat pengaturan yang akan dihubungkan sesuai dengan

fakta dan data yang tersedia. Data sekunder yang dimaksud antara

lain adalah

1. Bahan Hukum Primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

10 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2018).

hlm. 2.
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b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan

Pendanaan Terorisme Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme;

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak

Pidana Oleh Korporasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini merupakan bahan hukum yang

digunakan untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam

mengenai bahan hukum primer, bahan yang digunakan

berupa berupa tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, artikel

dan data internet yang berhubungan dengan buku, jurnal,

ang sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan penelitian

bidang pendanaan terorisme.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan yang digunakan untuk

menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

serta bahan lain yang berkaitan dengan bahan hukum

primer dan sekunder di atas.

1.5.2 Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis yaitu Analisis deskriptif

adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan

cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah
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terkumpul. sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, metode

penelitian ini menurut Sugiyono adalah metode dengan cara

mendapatkan data yang mendalam, bahwa suatu data yang

mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi

substansi penelitian.12

Penulis menggunakan metode ini dengan cara meringkas

berbagai analisis dari data-data yang telah ditemukan dengan

menggunakan pengumpulan data kepustakaan (library research)

mengenai terorisme dan pendanaan terorisme. Penelitian yang

dilakukan dengan menggambarkan permasalahan hukum dalam

fakta-fakta data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan

pendanaan yang dilakukan organisasi teroris tetapi memakai media

korporasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembagian pembahasan ke

dalam 5 (lima) bab yang diharapkan dapat memberikan pemaparan serta

pemahaman terkait Penanganan Pemidanaan Bagi Korporasi yang

Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis akan memuat secara keseluruhan latar belakang

permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan tulisan ini. Adapun latar

belakang permasalahan yang dimaksud tersebut terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

serta sistematika penulisan.

12 Marisi Butarbutar, “Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner”, (Bandung

:Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 42.
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BAB II: PERKEMBANGAN DAN PEMBATASAN DEFINISI

KORPORASI

Dalam Bab II ini penulis akan menjelaskan perkembangan

pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, menjelaskan mengenai

perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, berbagai macam

bentuk pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, dan menjelaskan

berbagai definisi dari korporasi yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia sebelum adanya definisi yang tertuang

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

BAB III: KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENDANAAN

TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Dalam Bab III ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana

kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dalam

hierarki perundang-undangan dan menjelaskan tindak pidana terorisme,

tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh anggota teroris.

BAB IV: ANALISIS DEFINISI KORPORASI PADA ORGANISASI

TERORIS YANG MELAKUKAN PENDANAAN TERORISME DAN

ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH

KORPORASI

Dalam Bab IV ini penulis akan menjelaskan bagaimana apakah organisasi

teroris khususnya filantropi dapat memenuhi definisi sebagai korporasi dan

penulis akan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang

terbukti melakukan tindak pidana pendanaan terorisme apakah dapat

diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk

menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme

walaupun berdasarkan hierarki perundang-undangan kedudukan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lebih tinggi dari

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, apakah peraturan ini

akan berlaku mengikat untuk penanganan pemidanaan bagi korporasi yang

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.

BAB V : Penutup

Dalam Bab V ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai

rumusan masalah yang telah dibahas dan hasil penelitian yang telah

dilakukan. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang

diharapkan dapat membantu menemukan solusi lebih lanjut terkait

permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.
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